
 
 

 
 
 

BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 
 

PERATURAN  BUPATI SEMARANG 

NOMOR 2 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG 

DILANTIK MELALUI PENYETARAAN JABATAN DAN DIBERIKAN TUGAS 

SEBAGAI SUB KOORDINATOR  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SEMARANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati 

Semarang Nomor : 821.2/217/Peg/2021 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas ke 

Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu 

memberikan tunjangan jabatan bagi pejabat fungsional 

yang dilantik melalui penyetaraan jabatan dan diberikan 

tugas sebagai sub koordinator;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1)  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional, disebutkan bahwa penetapan kelas jabatan 

fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas 

jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya sampai 

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan 

penyetaraan jabatan; 

 

 

SALINAN 



c. bahwa ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan 

saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka 

perlu mengatur mengenai tunjangan jabatan bagi pejabat 

fungsional yang dilantik melalui penyetaraan jabatan dan 

diberikan tugas sebagai sub koordinator; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 

Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Fungsional Yang Dilantik 

Melalui Penyetaraan Jabatan Dan Diberikan Tugas 

Sebagai Sub Koordinator; 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

   2.  Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

 

 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Repbulik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

 

 



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 

4); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 

JABATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG DILANTIK 

MELALUI PENYETARAAN JABATAN DAN DIBERIKAN TUGAS 

SEBAGAI SUB KOORDINATOR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu.  

4. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah. 

5. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 

pelaksana. 

6. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki 

Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah. 

7. Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke 

dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan 

Fungsional yang setara. 

 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Besaran tunjangan bagi pejabat fungsional yang dilantik melalui 

penyetaraan jabatan dan diberikan tugas sebagai sub koordinator, 

diberikan tunjangan jabatan setara dengan jabatan pengawas yang 

setingkat. 

(2) Besaran tunjangan bagi pejabat fungsional yang merangkap jabatan 

struktural kemudian dilantik kembali melalui penyetaraan jabatan dan 

diberikan tugas sebagai sub koordinator, diberikan tunjangan jabatan 

fungsional sebesar yang diterima sebelumnya. 

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan 

mulai bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan ditetapkannya ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan penyetaraan 

jabatan. 

 

 



Pasal 3 

 

Dalam hal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

belum dianggarkan dalam rekening tunjangan fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

maka dapat diberikan melalui rekening tunjangan struktural. 

 

BAB III 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

 

 

Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal 03 Januari 2022 

 

BUPATI  SEMARANG, 

 

ttd. 

 

NGESTI NUGRAHA 

Diundangkan di ungaran 

pada tanggal 03 Januari 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 

 

ttd. 

 

DJAROT SUPRIYOTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 2 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG, 

 
 
 

 
LISTINA ARYANI 

NIP. 19690410 199403 2 014


	PERATURAN  BUPATI SEMARANG



